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Urgensi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

1. Secara global, ekonomi syariah diyakini sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi baru, sehingga beberapa negara Timur
Tengah seperti UAE, Saudi Arabia, & Kuwait melakukan reorientasi

strategi & kebijakan ekonomi kepada ekonomi syariah.

2. Di tataran global, Indonesia masih menjadi target market dan belum
menjadi key player. Untuk itu masih diperlukan peningkatan Kinerja
governance, awareness dan perluasan pasar dalam negeri maupun

luar negeri (export) ke negara OIC.
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Dicanangkan sebagai Program Nasional.

Political will yang sangat kuat dengan dukungan penuh Pemerintah secara konsisten.
Pembentukkan badan khusus/komite nasional untuk akselerasi dan koordinasi lintas
kementerian/otoritas dengan strategi dan program yang jelas dalam mendukung
perkembangan investasi swasta.

Fokus dalam memanfaatkan dan mengembangkan endowment yang merupakan
comparative advantage suatu negara.

Program yang menyeluruh mencakup reformasi struktural pemerintah, ekonomi dan

keuangan maupun paradigma masyarakat.



Nilai-nilai Ekonomi Syariah

Sumber : Hasil diskusi MUI dan Bl

1. Kepemilikan

« Segala sesuatu adalah milik absolut Allah (QS
Yunus: 55,66; QS Ibrahim: 2), manusia sebagai
khalifah dipercaya untuk mengelolanya (QS Al
Baqgarah:195; QS Ali Imran: 180). Manusia
mendapatkan hak kepemilikan pribadi terhadap hasil
usaha, tenaga dan pemikirannya, maupun yang
didapatkan dari hasil pemindahan kepemilikan
berdasarkan transaksi ekonomi maupun warisan. Islam
menghormati hak kepemilikan dengan menjaga
keseimbangan hak pribadi, kolektif dan negara.



Nilai-nilai Ekonomi Syariah

Sumber : Hasil diskusi MUI dan Bl

2. Keadilan dalam Usaha dan Konsumsi

« Manusia didorong untuk berusaha (QS Al Jumuah:10; QS Al

Isra: 12; QS An Nahl: 14; QS Al Ankabut: 14) memanfaatkan
segala sumber daya yang berlimpah yang telah diciptakan
Allah untuk manusia (QS Al Baqgarah: 29; QS Ibrahim: 34)
Kepemilikan pribadi tidak diperbolehkan untuk menjadi
akumulasi kekayaan yang berlebihan (QS Al Humazah: 1-3),
namun karena manusia mempunyai kecenderungan (inherent)
cinta terhadap harta (QS Ali Imron: 14; QS Al Fajr: 20; QS Asy
Syura: 27; QS Al-Fajr-20), maka penumpukkan harta harus
dikendalikan dengan mendorong sedekah dan perniagaan (QS
An Nisa: 29).

Sementara tujuan individual atas hasil usaha ekonomi dibatasi
agar tidak berlebihan, tujuan sosial diupayakan maksimal
dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan -
bersama (OS Al Hadid: 7: OS An Nur: 33: OS Al Bagarah: 267-



Nilai-nilai Ekonomi Syariah

Sumber : Hasil diskusi MUI dan BI

3. Kebersamaan dalam
Kebaikan dan Kemaslahatan

» Kegiatan ekonomi tersebut dijalankan berdasarkan
kerjasama dengan tolong menolong dalam kebaikan
(QS Al Maidah: 2) dan berkeadilan (QS Shaad: 24).

« Kompetisi tetap didorong namun tetap berdasarkan
kerjasama (co-operative competition) berlomba-lomba
dalam kebaikan (QS Al Bagarah: 148; QS Al Maidah:

48).



Nilai-nilai Ekonomi Syariah

Sumber : Hasil diskusi MUI dan Bl

4. Keseimbangan dalam
Pertumbuhan

« Dalam rangka mewujudkan tujuan keberadaannya di
dunia yaitu untuk memberikan manfaat sebanyak-
banyaknya kepada kemanusiaan sebagai rahmatan lil
alamin (QS Al Anbiya 107, QS Al Ankabut: 51),
pertumbuhan ekonomi menjadi penting. Pertumbuhan
yang dimaksud tetap menjaga keseimbangan
kesejahteraan spiritual dan kelestarian alam (QS Al
Baqgarah: 11,12).
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Prinsip Dasar

Medina Market Rules:
1A tiehr han saksi Pasar kesetzd Rasag el akdisoaov )

untuk memilih tujuan dan rekan dagang sesuai
prinsip syariah, tidak ada paksaan dalam transaksi.

2. Pasar merupakan tempat pertukaran; infrastruktur
pasar dan sarana pertukaran yang lengkap dengan
informasi terkait kuantitas, kualitas dan harga
diberikan secara transparan. Menghindari
ketidakjelasan/ambiguity (gharar); minimasi
asymmetric information.

3. Campur tangan dalam proses penawaran (supply)
sebelum berada di pasar tidak diperbolehkan
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Transparan, tidak mengandung
ketidakjelasan dalam transaksi.

Transaksi tidak untuk hal yang
membahayakan keselamatan,

contoh: petasan, senjata (bukan
milik negara).

Barang yang tidak mengandung penjual maupun pembeli (tengkulak dilarang).

zat haram (babi, bangkai, minuman
memabukkan, dll).

4. Pasar bebas; tidak ada batasan area perdagangan
(antar daerah, antar negara) tanpa tarif/pajak atau
pun price control.

5. Kelengkapan kontrak transaksi; setiap kontrak
harus memuat hak dan kewajiban, pertukaran
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informasi merupakan suatu yang sakral.

6. Kewenangan pihak otoritas dan penegak hukum
ditegakkan untuk menjaga kepatuhan atas aturan
maupun kontrak. 11

Sumber : Hasil diskusi MUI dan Bl



Sumber : Hasil diskusi MUI dan BI
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Konsep Aliran Harta dalam Perekonomian
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Esensi Ekonomi Syariah

Sumber : Hasil diskusi MUI dan Bl

Suatu perekonomian dimana perilaku dan
aktivitas manusia mampu mengendalikan
harta agar tidak menumpuk dan terus
mengalir menuju investasi secara optimal
(kuantitas) dan produktif (kualitas) yang
dilengkapi dengan mekanisme distribusi
harta kepada masyarakat miskin serta
dorongan partisipasi masyarakat untuk
berkontribusi bagi kepentingan publik,
dalam rangka mengembangkan
perekonomian yang transparan, adil,
berbagi risiko, tidak membahayakan dan
tidak mengandung zat yang haram.
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b.

Pengembangan Ekonomi Syariah akan mampu berperan menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai
tantangan nasional yang semakin kompleks, memiliki kemaslahatan yang besar dan bersifat Kaffah
(multidimensional).

Nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Syariah harus dapat diimplementasikan ke dalam kebijakan
ekonomi nasional.

. Diperlukan suatu strategi dan rencana aksi yang dapat mengarahkan seluruh sumber daya pendukung

program pengembangan ekonomi dan keuangan nasional secara komprehensif, integratif, efektif dan efisien
berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Dengan pengembangan program ekonomi dan keuangan syariah, diharapkan sektor produksi akan semakin
merata dan kuat, daya tahan (resilience) sektor keuangan syariah akan semakin meningkat, program literasi,
penelitian dan inovasi akan semakin berkembang untuk menjawab segala tantangan perekonomian Indonesia.

MUI dengan konsep arus baru ekonomi Indonesia seperti yang diamanahkan oleh Kongres Ekonomi Umat
mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan prakarsa tersebut sebagai mesin baru
pertumbuhan ekonomi nasional.

15



7124/2017

Majelis Ulama
Indonesia

G gually ale ) A 5

dan Allah lebih mengetahui yang sebenar-benarnya

16



